BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Rencana
Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4272);

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

jdih.pakpakbharatkab.go.id


http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/03uu009.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/03uu017.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/14uu023.pdf

-0 -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2014 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 22) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 39);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 53);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 135);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
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https://jdih.pakpakbharatkab.go.id/dokumen/peraturan-daerah/23/2007
https://jdih.pakpakbharatkab.go.id/dokumen/peraturan-daerah/6/2016
https://jdih.pakpakbharatkab.go.id/dokumen/peraturan-daerah/9/2016
https://jdih.pakpakbharatkab.go.id/dokumen/peraturan-daerah/13/2016
https://jdih.pakpakbharatkab.go.id/dokumen/peraturan-bupati/40/2016

-4 -

(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016
Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK
BHARAT TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah;

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara;

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal,

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
untuk Kabupaten;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari
Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang
selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang
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melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima) tahun;

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun;

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan pembangunan Daerah;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu S (lima) Tahunan;

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi;

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program,;

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/
sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact);

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari
serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome)
dapat terwujud;

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada
penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
beberapa program.
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BAB II
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Perubahan Renstra PD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021
adalah Perubahan dokumen rencana strategis masing-masing Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun
2016-2021.

Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun
berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2016-2021 yang bersifat indikatif.

Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi
pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Perubahan Renstra PD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021
disajikan dengan sistematika penyusunan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Bab Il  Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;

Bab IV  Tujuan dan Sasaran;

Bab V  Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

Bab VIII Penutup.

Uraian secara rinci Perubahan Renstra PD Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Perubahan Renstra PD.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.pakpakbharatkab.go.id
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 8 Agustus 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak

pada tanggal 8 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 28
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